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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

rENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran atas Surat
Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: SE-3/MK.08/2025 dan Nomor:
900.1.1/9902/8J Tentang Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Wajib
Dan Mengikat Pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Surat
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-104/PK/2025 tanggal 29
Desember 2025 hal Pemberitahuan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2026 melalui SIKD, serta Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 146);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2025 Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 52);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp 771.143.988.621 (tujuh ratus tujuh
puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh
delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp
771.143.988.621 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta
sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).,
yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 600.435.226.000 (enam ratus miliar empat ratus tiga
puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 566.010.226.000 (lima ratus enam puluh
enam miliar sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 34.425.000.000 (tiga puluh empat miliar empat
ratus dua puluh lima juta rupiah).



Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 566.010.226.000 (lima ratus enam
puluh enam muliar sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. Dana desa;

b. Dana Bagi Hasil (DBH);

c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 13.242.019.000 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan
belas ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 20.415.445.000 (dua puluh miliar empat ratus lima
belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 437.002.664.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar
dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 95.350.098.000 (sembilan puluh lima miliar tiga
ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 771.143.988.621
(tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus
delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. Dbelanja tidak terduga; dan

d. Dbelanja transfer.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan
sebesar Rp 670.349.288.847 (Enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat
puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus
empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 464.251.121.522 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus
lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua
rupiah).
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Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 194.291.102.325 (Seratus sembilan puluh empat
miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus dua ribu tiga ratus dua
puluh lima rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp O (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp O (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 6.257.065.000 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam
puluh lima ribu rupiahj.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh juta
rupiah).

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 464.251.121.522 (empat ratus enam puluh empat
miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus
dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

belanja gaji dan tunjangan ASN;

belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

belanja gaji dan tunjangan DPRD;

belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
belanja pegawai BLUD.
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Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 284.069.856.748 (dua ratus delapan puluh empat
miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh
ratus empat puluh delapan rupiah).

Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 146.804.393.702 (seratus
empat puluh enam miliar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh
tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp 12.938.087.000 (dua belas miliar sembilan ratus
tiga puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 574.995.500 (lima ratus tujuh puluh empat
juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam
ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
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Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 19.242.188.572 (sembilan belas miliar dua ratus
empat puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh
puluh dua rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

)

(6)

(7)

&)

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 194.291.102.325 (seratus sembilan puluh empat
miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus dua ribu tiga ratus dua
puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja barang;

b. Dbelanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat;

belanja barang dan jasa BOSP; dan

g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan

h. belanja barang dan jasa BLUD.

-

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 41.917.917.413 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh
belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 72.365.181.445 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima
juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 9.983.439.200 (sembilan miliar sembilan ratus
delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus
rupiah).

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 21.594.244.200 (dua puluh satu miliar lima ratus
sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus
rupiah). :

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 2.642.794.000 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 14.512.813.760 (empat belas miliar lima ratus dua
belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp 4.300.188.000 (empat miliar tiga ratus juta
seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
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Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 26.974.524.307 (dua puluh enam miliar sembilan
ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh
rupiah).

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 19

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp 6.257.065.000 (enam miliar dua ratus lima puluh

tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia;

b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan

<. pelanja hibah dana BOSP.

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 3.177.500.000 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.135.665.000 (satu miliar
seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 1.943.900.000 (satu miliar sembilan ratus empat
puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 21

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan
sebesar Rp 33.353.050.609 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga
juta lima puluh ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f.  belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 8.592.484.650 (delapan miliar lima ratus sembilan
puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh
rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 9.739.388.770 (sembilan miliar tujuh ratus

tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus
tujuh puluh rupiah).
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)

()

(7)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 12.946.881.549 (dua belas miliar sembilan
ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus
empat puluh sembilan rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640 (dua miliar tujuh puluh empat juta
dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

3)

(4)

©)

©)

(7)

Pasal 23

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.592.484.650 (delapan miliar lima
ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

belanja modal alat laboratorium;

belanja modal komputer;

belanja modal alat keselamatan kerja;

belanja modal rambu-rambu;

belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan

belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

SRR SO0 Q0T

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 153.919.200 (seratus lima puluh tiga juta sembilan
ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.142.900 (satu juta seratus empat puluh dua ribu
sembilan ratus rupiah).

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 497.476.400 (empat ratus sembilan puluh
tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp 748.203.300 (tujuh ratus empat puluh
delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 69.212.400,00 (enam puluh
sembilan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.737.013.400 (satu miliar tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu empat ratus rupiah).
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@)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 238.935.100 (dua ratus tiga puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp 447.752.900 (empat ratus empat puluh tujuh juta
tyjuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp 22.654.500 (dua puluh dua juta enam ratus
lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp 202.807.200 (dua ratus dua juta delapan ratus tujuh
ribu dua ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.836.730.600 (dua miliar delapan ratus
tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.636.636.750 (satu miliar enam ratus
tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah).

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

(2)

3)

(4)

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 9.739.388.770 (sembilan miliar tujuh
ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh
ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung;

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 9.089.388.770 (sembilan miliar delapan puluh
sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh
rupiah).

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta
rupiah).



13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

14.

15.

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 25

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.946.881.549 (dua belas miliar
sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu
lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air; dan

c. belanja modal jaringan.

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 8.408.358.088 (delapan miliar empat ratus delapan
juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 3.635.745.961 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima
juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu
rupiah).

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 902.777.500 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640 (dua
miliar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus
empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan; dan

b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 2.074.295.640 (dua miliar tujuh puluh empat
juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 29

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, direncanakan
Rp. 66.841.649.165 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu
juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.
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17.

18.

(2)

(3)

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 7.857.819.265 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta
delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 58.983.829.900 (lima puluh delapan miliar sembilan
ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah)

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

Pasal 30

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp
32.377.580.685 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima
ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri
atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 32.377.580.685 (tiga puluh dua miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan
puluh lima rupiah).

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

Pasal 31

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf
a direncanakan Rp 32.377.580.685 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.277.580.685 (tiga puluh dua
miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam
ratus delapan puluh lima rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.277.580.685 (tiga puluh dua
miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus
delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD.



19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

20.

21.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta

Pasal 33

rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 32.377.580.685 (tiga
puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh

Pasal 35

ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 32.377.580.685 (tiga puluh
dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta, lima ratus delapan puluh ribu

enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

terdiri dari:
a. Lampiran I

b. Lampiran II

C. Lampiran Illa

d. Lampiran IIb

e. Lampiran IVa

f. Lampiran IVb

Pasal 36

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran,
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima
Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran
2026;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2026;

Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2026;



g. Lampiran Va :  Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima
Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2026;

h. Lampiran Vb :  Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2026;

1. Lampiran Vla : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;

i ! Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026.

Pasal @I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Februari 2026

SUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 1




